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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG

KEDUDUKAN EEUANGAN LURAH DESA DAN PAMONG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- bahwa sebagal pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang

Nomor 22 Tahun 19899 tentang Pemerintahan Daerah
perlu ditetapkan kedudukan keuangan Lurah Desa
dan Pamong Desa di Kabupaten Demak :

bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur
dengan Peraturan Daerah .

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pemben-
tukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinal Jawa Tengah :

Undang-undang  HNomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Deerah (Lembaran Negara Tahun 1899
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perim-
bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran MNegara Tahun 1898 HNemcr 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tshun 1876 tentang
Ferluasan FKotamadya Daesrah Tingkat II Semarang
{Lembaran Megara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lambaran Negara Nomor 3079) ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 15872

tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa,
Fengurusan dan Pengawasannya:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999
tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenai
pelaksanaan Undang-undang MNomor 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa ;

7. Eeputusan ...4{..
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T. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun
1998 tentang Patunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian
Feristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan ;

B. Keputusan Menteri Dalam Hii;ri Nomor 64 Tahun
1888 tentang Pedoman Umam Pengaturan Mengenai
Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun
2000 tentang Fedoman FPembentukan Badan Perwakilan
Deaa;

10. Peraturan Dasrah Kabupaten Demak Momor 8 Tahun
2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemarintah Desa; '

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor B Tahun
2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara
dan Pemberhentian Lurah Deaa;

12. Paraturan Dasrah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun
2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
FPengangkatan/Pelantikan, Pemberhentlian GSementara
dan Pemberhentian Pamong Desa;

13. Peraturan Dasrah Eabupaten Demak Nomor 13 Tahun
2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;

14. Peraturan Deserah Habupaten Demak Nomor 14 Tahun
2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAEYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
HMEMUTUSEAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG EEDUDUKAN
KEUANGAN LURAH DESA DAN PAMONG DESA .

BAB I
EETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Dasrah in! yang dimakesud dengan :
a. Dasrah adalah Kabupaten Demak ;

b. Pemerintah .1..
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Peamerintah Deaerah adalah Bupati Demak beserta
Perangkat Dasrah Ctonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah ;

Bupat! adalah Eepala Dasrah Eabupaten Demak ;

. Deea sdalah kesatuan masyarakat hukom vang

memilikl kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masysrakat setempat berdssarkan asal-
usul dan adat istladat setempat yang diakul dalam
sistim Pemerintahan Naslcnal dan berada di Daerah
Kabupaten :

Lurah Desa adalah Pejebat vang memimpin penye-
lenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggunglawab
kepada rakyat melalui BPD:

Pemerintashan Desa adalah kegistan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Perwakilan Desa ;

Pemerintah Deaa adaslah Lurah Desa dan Pamong
l=za ;

Pamong Desa adalah PeJabat Pemerintsh Deea yang
membantu tugas Lurah Desa dalam menyelenggarakan
Pamerintah Desa dan Pembangunan Desa;

. Badan Perwakllan Desa yang selanjutnya disebut

BPD adslah Badan perwaklilan yang terdlirl atsze
pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa vyang
berfungsi mengayoml adat istiadat, X membuat
peraturan Desa, menampung dan menyalurkan asplra-
el masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap
renyelenggaraan Pemerintshan Dess;

Paraturan Desa adalah semua peraturan yang dite-
tapkan olah Lurah Deasa setelah msndapatkan parse-
tujuan BPD;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selan-
Jutnya dlesingkat APBEDesa adalah rencana opera-
sional tahunan dari pada program umum pemerinta-
han dan pembangunan Dessa yang dijabarkan dan
diterjemahkan dalam angka-angka ruplah, disatu
pihak mengandung perkirzan batas terendsh penerl-
maan dan di lain pihak mengandung batas tertinggl
pangeluaran keuangan Desa.

. Tanah bengkck adalah tanah kas Desa yang penggar-

apannya diserahksn kepada Lurah Desa atau Famong
Desa sebagail penghamilan bagl mepeka .
m. Gaji Fp ..
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m. Gaji adalah penghasilan berupa uang yang diberi-
kan secara tetap kepada Lurah Desa dan Pamong
Deasa .

n. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang sebagal
penambah kesejahteraan di luar gaji kepada Lurah
Desa dan Pamong Desa .

BAB II
EEDUDUEAN
Pasal 2

Lurah Desa dan Pamong Desa adalah pejabat Pemerin-
tah Desa yang mempunyal tugas, wewenang dan tanggung
jawab untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya
dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah,
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah EKabupaten .

BAB IIT
BENTUK PENGHASILAN LURAH DESA
DAN PAMONG DESA
Pasal 3

{1) Kepada Lurah Desa dan Pamong Desa diberikan
penghasilan yang menurut bentuknya  dapat
berupa :

a. penggarapan tanah bengkok, atau
b. pemberian gadi .

{2) Pemerintah Dega harus memilih dan menetapkan
salah satu bentuk pemberian penghasilan sebagal-
mana dimaksud ayat (1) yang dalam pelaksanaannya
dapat berbeda antara Desa satu dengan Desa yang
lain.

{3) Penetapan pemilihan salah satu bentuk pemberian
penghasilan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa
didasarkan pada hasil rapat antara FPemerintah
Desa dan BEPD serta dituangkan dalam Peraturan
Desa .

(4) Penghamilan sebagaimana dimaksud ayat (1) bera-
sal dari kekayaan Desa setempat.

Pasal 4

Peraturan Desa sebagaimana dimsksud Pasal 3 dapat

mengatur hal-hal sebagai berikut :

a. bantuk penghasilan yang diberikan kepada Lurah
Desa dan Pamong Desa ;

b. Jumlah ..9..
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b. jumlah dan luas areal tanah bengkok yang digarap
oleh Lurah Desa dan masing-masing Pamong
Desa ;

c. letak dan blok tanah bengkok yang digarap oleh
Lurash Desa dan masing-masing Pamong Desa ;

d. jumlah dan besarnya gaji yang diberikan kepada
Lurah Desa dan masing-masing Pamong Desa setiap
bulan .

Pasal 5

Dalam pelaksanaannya pemberian garapan tanah beng-
kok, letak serta luasnya atau pemberian gajli kepada
Lurah Desa dan Pamong Desa dituangkan dalam :

a. Eeputusan BFD tentang penstapan calon Lurah Desa
terpilih bagi{ Lurah Desa ;

b. Keputusan Lurah Desa tentang pengangkatan calon
Famong Desa terpilih bagl Pamong Desa .

Fasal &

(1) Dalam hal Desa menetapkan bentuk penghasilan
Lurah Desa dan Pamong Desa berupa penggarapan
tanah bengkok, maka Pemerintah Desa dapat menata
kembali mengenal jumlah, letak dan luas areal
tanah bengkok yang diberikan penggarapannya
kepada Lurah Desa dan masing-masing Famong
Desa .

{2) Penataan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1)
harus didasarkan pada hasil rapat antara Peme-
rintah Desa dan EPD dan dituangkan dalam Peratu-
ran Desa .

Pasal 7

Apabila setelah ada penataan kembali terdapat kesle-
bihan tanah bengkok, maka keleblhan tanah bengkok
tersebut setiap tahunnya harus dilelang dan hasil-
nya dimesukkan sebagal sumber pendapatan keuangan
Deaa .

Pasal 8 ...
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Pasal 8

Dalam hal Dessa menetapksn bentuk penghasilan Lurah
Desa dan Pamong Desa adalah berupa pemberian gajl,
maka tanah bengkok yang semula penggarapannya diser-
ahkan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa patiap
tahunnya dilelangkan dan hasilnya dimasukkan ke
dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan keuangan
Desa . :

Pamsal B

{1) Dalam hal Desa menetapkan bentuk penghasilan
Lurah Desaa dan Pamong Desa adalah berupa pem-
berian gajl, maka disamping pemberian gaji
tergebut dapat diberikan pula tunjangan-tunjan-
gan .

{2) Macam serta besarnya tunjangan-tunjangan seba-
galmana dimakeud ayat (1) disesualkan dengan
situasl kondiel dan kemampuan keuangan Desa
serta dituangkan dalam Peraturan Desa .

Pasal 10

(1) Sepanjang keuangan Desa memungkinkan, Lurah Desa
dengan persetujuan BPD dapat menetapkan kenaikan
gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 9
secara berkala .

(2) Pengaturan mengenal gajl dan tunjangan sebagail-
mana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peratu-
ran Desa dan dimasukkan dalam APBDesa .

Pasal 11

Disamping penghasilan esebagaimana dimekeud dalam
Pasal 8 ayat (1) Lurah Desa dan Pamong Desa -berhak
menerima penghasilan lain yang sah berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

FPasal 12
{1y Bagi Lureh Desa atau Pamong Desa yang mela-
kukan perjalanan dinae ke luar Desa dapat di-
berikan biaya perjalanan dinas .

{(2) Besarnya blaya perjalanan dinas gsbagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan
kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan .

(3) Biaya .. [..
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(1)

(2)

(1}

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

- ]

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat
(1) dianggarkan dalam APBDeea .

Pasal 13 i

Apebila Lurah Desa atau Punudh Desa meninggal
dunia, maka kepada ahli uQPianra dibarikan
garapan tanah bengkok atau uang duka yang besar
dan waktunya disesuaikan dengan situasi kondisi
dan kemampuan Desa . :

Biaya ssbagaimana dimaksud av:
pada APBDeaa.

—

{1l dianggarkan

Fasal 14

R = —-, T,

Bagi Lurah Desa atau Pamong Desa yang diberhen-
tikan dengan hormat atau tasnh berakhir masa
Jabatannya kepadanya diberi penghargaan.

Penghargaan ssbagaimana dimaksud ayat (1) dapat
berupa wuang atau garapan ¢t bengkok yang
besar dan lamanys penggar i didasarkan pada
hasil rapat Pemerintah Desa n BFD

Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan
pada APEDesa, i

Lurah Desa dan Pamong Desa j;ng diberhentikan
tidak atas permintaan sendirf tidak dibarikan
penghargaan sebegaimana dimaksud ayat (2).

BAB IV I
KETENTUAN PERALIHAN

Paeal 15 i

]

Terhadap Lurah Desa yang telah ada pada saat
barlakunya Peraturan Dasr ini diberikan
penghasilan dengan bentuk dan jumlah tetap
saparti semuls sampal dengan yang bersangkutan
habia masa jabatannya. i F

Terhadap Pamong Dess yang tuﬁhh ada pada saat
barlakunya Peraturan Dasral ini diberikan
penghasilan dengan bentuk Jumlah tetap
sepertl esemula pampai dnnnn& Jangka waktu 10
(sepuluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan
Daerah ini dan untuk --lnnjutﬂwn dapat ditinjau
kembali. "

E
¥,
!

BAE V ...
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BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pamsal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasrah ini
sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut olah Bupati.

BAB VI
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan . 4

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daesrah Eabupaten
Demak .

Dltuhi';}akﬁn di Demak
pada al 1 Juli 2000

H. DJOKD WIDJI SUWITO, S.IP

Digetujui DFRD Esbupaten Demalk
Dengan Keputusan Nomor 09/KEP.DFRDZ2000
tanggal 1 Juli 2000 .

LEMBARAN DAERAHZ KABUFATEN DEMAK TAKUN 2000
HOMOR 1% SERI HOMOR 9 .



